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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang. Fokus penelitian diarahkan pada 

analisis aspek pemenuhan hak pendidikan warga negara, termasuk akses, pelayanan, 

keuntungan, kerugian, kelemahan, dan bentuk kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan siswa, orang tua, 

dan guru di kedua sekolah, pengisian kuesioner, serta observasi langsung di lapangan. Data 

pendukung tambahan diperoleh dari dokumen kebijakan resmi dan laporan Dinas Pendidikan 

Kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk meningkatkan 

validitas dan reliabilitas hasil penelitian. 

Penelitian ini memberikan manfaat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian 

ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan, pemerataan pendidikan 

(Educational Equity Theory), teori keadilan distributif, dan teori pelayanan sektor publik. 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan institusi 

pendidikan dalam meningkatkan implementasi kebijakan zonasi agar lebih efektif, adil, dan 

inklusif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi berhasil memberikan 

akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. 

Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kuota, 

ketimpangan fasilitas, dan manipulasi data domisili oleh sebagian orang tua siswa. Selain itu, 

pelayanan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 secara umum mempermudah proses 

pendaftaran siswa, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam sistem daring dan validasi 

lokasi rumah. 

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem zonasi, meskipun 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, belum sepenuhnya 

efektif dalam memenuhi prinsip pemerataan pendidikan dan keadilan distribusi pendidikan. 

Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan edukasi 

masyarakat untuk memastikan kebijakan zonasi mampu memenuhi hak pendidikan warga 

negara secara merata dan adil. 

Kata Kunci: Kebijakan zonasi, hak pendidikan, pemerataan pendidikan, pelayanan sektor 

publik, Kota Semarang. 
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ABSTRACT 

This research aims to explore the implementation of the zoning system policy in the New Student 

Admission (PPDB) in Semarang City. The focus of the research is directed towards analyzing 

aspects of fulfilling citizens' educational rights, including access, services, benefits, 

drawbacks, weaknesses, and forms of fraud that occur during the implementation of the policy.  

The research method used is descriptive qualitative with an analytical approach. Data 

collection was conducted through in-depth interviews with students, parents, and teachers at 

both schools, questionnaire filling, and direct field observations. Additional supporting data 

were obtained from official policy documents and reports from the Semarang City Education 

Office. Data analysis was conducted using a triangulation approach to enhance the validity 

and reliability of the research findings.  

This research provides academic and practical benefits. Academically, this research 

contributes to the development of educational theory, educational equity theory, distributive 

justice theory, and public sector service theory. Practically, this research can serve as an 

evaluation material for the government and educational institutions to improve the 

implementation of zoning policies to be more effective, fair, and inclusive .  

The research results show that the zoning system policy has successfully provided more 

equitable access to education, especially for students living near schools. However, this policy 

also faces various challenges, including quota limitations, facility disparities, and 

manipulation of residency data by some parents. In addition, the services at SMA Negeri 1 and 

SMA Negeri 3 generally facilitate the student registration process, although there are still 

technical issues in the online system and home location validation.  

Thus, this research concludes that the zoning system, although having a positive impact 

on improving educational accessibility, has not yet been fully effective in meeting the principles 

of educational equity and justice in educational distribution. Stricter supervision, improvement 

of public service quality, and community education are needed to ensure that the zoning policy 

can fulfill citizens' right to education equitably and fairly.  

Keywords: Zoning policy, right to education, educational equity, public sector services, 

Semarang City. 

PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hak dasar yang 

harus dimiliki oleh setiap warga negara, 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Negara diartikan sebagai 

sorganisasi yang terbentuk dalam sebuah 

wilayah dengan memaksakan kekuasaan 

yang sah terhadap semua golongan 

kekuasaan lainnya serta dapat netapkan 

tujuan-tujuan dari kehidupan itu sendiri.1 

Salah satu upaya negara untuk memastikan 

pemenuhan hak pendidikan secara merata 

melalui pemerintah dengan menerapkan 

kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi 

mulai diimplementasikan secara nasional 

sejak tahun 2017, bertujuan untuk 

menghilangkan stigma sekolah favorit, 

mengurangi ketimpangan akses 

pendidikan, dan meningkatkan pemerataan 

kualitas pendidikan di seluruh wilayah. 

Dalam praktiknya, kebijakan ini 

menetapkan bahwa prioritas penerimaan 

siswa didasarkan pada kedekatan jarak 

rumah dengan sekolah, sehingga 

diharapkan dapat memberikan akses yang 

lebih merata kepada semua kalangan.2 

Kota Semarang, sebagai ibu kota 

Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu 

wilayah yang menerapkan sistem zonasi 

secara konsisten dalam PPDB. Dengan 

tingkat urbanisasi yang tinggi dan 

disparitas sosial-ekonomi yang cukup 

mencolok, implementasi kebijakan zonasi 

di Kota Semarang memiliki tantangan 

tersendiri.3 Sekolah-sekolah unggulan 

seperti SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 

Semarang sering menjadi pilihan utama 

masyarakat, yang menyebabkan tingginya 

tingkat persaingan untuk masuk ke sekolah-

 
1 Budiardjo Prof. Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik 
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). 
2 M.Si. Dra. Yufridawati, Sistem Zonasi Di Indonesia, 
ed. S.Psi. Cetak: Dr. Aos Santosa, M.Pd. Dr. Sabar 
Budi Raharjo Erni Hariyanti (Jakarta: Pusat 
Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan 
Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Redaksi:, n.d.). 

sekolah tersebut. Dalam konteks ini, sistem 

zonasi diharapkan mampu mengurangi 

ketimpangan akses pendidikan 

antarwilayah, terutama di daerah padat 

penduduk, sembari tetap memenuhi prinsip 

keadilan bagi siswa yang memiliki prestasi 

akademik tinggi tetapi tinggal di luar zona 

sekolah tujuan. 

Namun, pelaksanaan sistem zonasi 

tidak terlepas dari berbagai permasalahan. 

Beberapa penelitian sebelumnya 

mengungkapkan adanya kelemahan, seperti 

manipulasi data domisili, keterbatasan 

kuota di sekolah tertentu, dan 

ketidakmerataan fasilitas pendidikan. 

Selain itu, siswa yang tinggal di luar zona 

sering kali merasa dirugikan karena 

kehilangan kesempatan untuk masuk ke 

sekolah yang diinginkan meskipun 

memiliki prestasi akademik yang baik. 

Tantangan lain adalah rendahnya literasi 

digital masyarakat dalam memahami 

prosedur pendaftaran online, yang 

mengakibatkan kendala administratif dan 

teknis selama proses PPDB. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan 

zonasi bertujuan untuk pemerataan 

pendidikan, implementasinya masih jauh 

dari sempurna.4 

Penelitian ini berupaya untuk 

mengeksplorasi lebih dalam implementasi 

kebijakan sistem zonasi di Kota Semarang, 

dengan studi kasus pada SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 3. Penelitian ini menganalisis 

berbagai dimensi, seperti akses, pelayanan, 

keuntungan, kerugian, kelemahan, dan 

kecurangan dalam pelaksanaan sistem 

zonasi. Analisis dilakukan dengan mengacu 

pada teori pendidikan, pemerataan 

3 Taufiqi Ilham Adzim, “Implementasi Sistem Zonasi 
Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Di 
Kota Semarang Tahun 2021/2022,” Journal of Politic 
and Government , 2022. 
4 Yunike Sulistyosari and Siti Irene Dwiningrum, 
“Social Justice In The Implementing Zoning School 
Policy (Case Study in Temanggung Regency),” 2020, 
https://doi.org/10.4108/eai.4-8-2020.2302428. 



pendidikan (Educational Equity Theory), 

teori keadilan distributif, teori 

kesejahteraan, dan teori pelayanan sektor 

publik. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi sejauh mana kebijakan 

zonasi mampu memenuhi hak pendidikan 

warga negara secara adil, serta memberikan 

rekomendasi untuk meningkatkan 

efektivitas kebijakan ini. 

Dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif, penelitian ini tidak hanya 

mengungkapkan tantangan dan peluang 

yang ada dalam sistem zonasi, tetapi juga 

memberikan kontribusi akademik yang 

signifikan bagi pengembangan teori dan 

kebijakan pendidikan di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan bagi pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam melakukan 

evaluasi dan perbaikan kebijakan zonasi, 

sehingga dapat menciptakan sistem 

pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan 

berkeadilan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi 

implementasi kebijakan sistem zonasi 

dalam pemenuhan hak pendidikan warga 

negara di Kota Semarang, dengan fokus 

pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 

Semarang. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menggali pemahaman mendalam mengenai 

aspek akses, pelayanan, keuntungan, 

kerugian, kelemahan, dan kecurangan 

dalam sistem zonasi. Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan 

kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua 

siswa sebagai informan utama. Selain itu, 

kuesioner terbuka digunakan untuk 

mendapatkan perspektif langsung dari 

responden terkait pengalaman mereka. 

Data sekunder diambil dari dokumen 

 
5 M.Sc. Dr. J.R. Raco, M.E., “Metode Penelitian 
Kualitatif : Jenis, Karateristik, Dan Keunggulannya,” 
PT Grasindo, 2010, 146. 

kebijakan resmi, laporan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 

serta literatur relevan. Observasi langsung 

dilakukan di lokasi penelitian untuk 

memahami proses dan situasi di lapangan.5 

Analisis data dilakukan secara 

sistematis melalui tahapan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Validitas dan reliabilitas data dijamin 

melalui metode triangulasi sumber dan 

teknik analisis. Penelitian ini menggunakan 

kerangka teori pendidikan untuk 

memahami konteks pembelajaran, teori 

pemerataan pendidikan (Educational 

Equity Theory) untuk menilai kesetaraan 

akses, teori pemerataan untuk menganalisis 

distribusi sumber daya pendidikan, dan 

teori pelayanan sektor publik untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan dalam 

sistem zonasi.6 Dengan pendekatan ini, 

penelitian diharapkan mampu memberikan 

pemahaman yang komprehensif terkait 

efektivitas kebijakan zonasi dalam 

mendukung pemenuhan hak pendidikan 

yang adil dan merata. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan 

peserta didik baru (PPDB) di Kota 

Semarang telah memberikan dampak 

signifikan pada aspek aksesibilitas dan 

pelayanan pendidikan, meskipun tidak 

terlepas dari berbagai tantangan.  

 

 

SMA Negeri 1 Semarang SMA Negeri 3 

Semarang 

Kelas 

X 

Kelas 

XI 

Kelas 

XII 

Kelas 

X 

Kelas 

XI 

Kelas 

XII 

6 M.Pd. Dr. Dra. Erni Murniarti, S.H., “Analisis 
Kebijakan Pendidikan,” Journal GEEJ 7, no. 2 (2020). 



11 

Siswa 

73% 

10 

Siswa 

66% 

9 

Siswa 

62% 

9 

Siswa 

60% 

10 

Siswa 

66% 

10 

Siswa 

67% 

4 

Siswa 

26% 

5 

Siswa 

34% 

6 

Siswa 

37% 

6 

Siswa 

40% 

5 

Siswa 

34% 

5 

Siswa 

33% 

Tabel 1. 1 Akses Sistem Zonasi SMA Negeri 1 

dan 3 Semarang 

 

Tabel 1. 2 Pelayanan Sistem Zonasi SMA 

Negeri 1 dan 3 Semarang 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota 

Semarang memberikan dampak signifikan 

terhadap pemenuhan hak pendidikan warga 

negara, terutama dalam hal pemerataan 

akses pendidikan. Mayoritas siswa di SMA 

Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang 

merasakan keuntungan dari kebijakan ini, 

seperti kemudahan akses, pengurangan 

biaya transportasi, dan waktu perjalanan 

yang lebih efisien. Sebanyak 66,7% siswa 

SMA Negeri 1 dan 64,4% siswa SMA 

Negeri 3 setuju bahwa kebijakan ini 

mempermudah pendaftaran dan 

mengurangi ketimpangan sosial. Pada 

aspek pelayanan, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 3 Semarang telah memberikan 

dukungan administrasi yang cukup baik, 

dengan tingkat kepuasan masing-masing 

77% dan 75,3%. Namun, berbagai kendala 

masih ditemui, termasuk manipulasi data 

domisili seperti "titip KK," ketidakakuratan 

dalam verifikasi lokasi rumah, dan 

keterbatasan kuota di wilayah padat 

penduduk. Kendala ini menyebabkan 

ketidakadilan bagi siswa berprestasi yang 

tidak diterima karena berada di luar zona 

prioritas. 

Di sisi lain, implementasi sistem zonasi 

juga menghadapi kendala teknis, seperti 

gangguan server dan rendahnya 

kemampuan perangkat teknologi siswa dari 

keluarga ekonomi rendah. Masalah ini 

memperburuk kesulitan dalam proses 

pendaftaran daring, terutama di wilayah 

dengan koneksi internet terbatas. Selain itu, 

kualitas pendidikan di beberapa sekolah 

unggulan turut menjadi perhatian, karena 

zonasi lebih mengutamakan jarak 

dibandingkan prestasi akademik. Meski 

kebijakan zonasi bertujuan untuk 

meningkatkan pemerataan pendidikan 

sesuai dengan prinsip Educational Equity 

Theory dan keadilan distributif, 

efektivitasnya masih memerlukan 

peningkatan. Perbaikan dalam pengawasan, 

penambahan infrastruktur teknologi, dan 

diversifikasi jalur penerimaan berbasis 

prestasi menjadi langkah penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan ini benar-

benar memenuhi hak pendidikan secara adil 

dan merata. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di 

Kota Semarang memiliki dampak yang 

signifikan terhadap aksesibilitas 

pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 

dan SMA Negeri 3. Mayoritas siswa di 

kedua sekolah tersebut merasa bahwa 

kebijakan zonasi memberikan kemudahan 

dalam mengakses pendidikan, terutama 

bagi mereka yang tinggal di sekitar sekolah. 

SMA Negeri 1 

Semarang 

SMA Negeri 3 Semarang 

Kelas 

X 

Kelas 

XI 

Kelas 

XII 

Kelas 

X 

Kelas 

XI 

Kelas 

XII 

12 

Siswa 

(80%) 

11 

Siswa 

(75%) 

10 

Siswa 

(70%) 

11 

Siswa 

(75%) 

12 

Siswa 

(80%) 

11 

Siswa 

(75%) 

3 

Siswa 

(20%) 

4 

Siswa 

(25%) 

5 

Siswa 

(30%) 

4 

Siswa 

(25%) 

3 

Siswa 

(20%) 

4 

Siswa 

(25%) 



Hal ini sesuai dengan prinsip Educational 

Equity Theory yang mengedepankan 

pemerataan akses pendidikan tanpa 

memandang latar belakang sosial 

ekonomi.7 Berdasarkan hal tersebut ada 

beberapa aspek yang mempengaruhi 

kebijakan zonasi : 

1. Akses Pendidikan 

Indikator Akses Pendidikan: 

• Persentase Kepuasan Aksesibilitas 

Pendidikan:  

- Persentase siswa yang merasa 

kebijakan zonasi mempermudah akses 

pendidikan di SMA Negeri 1 (66,7%) 

dan SMA Negeri 3 (64,4%). 

- Indikator jarak fisik antara rumah dan 

sekolah yang lebih dekat, serta 

pengaruhnya terhadap waktu dan biaya 

transportasi. 

- Evaluasi dampak pengurangan biaya 

dan waktu transportasi, apakah ini 

signifikan bagi siswa dan keluarga, 

terutama yang berasal dari keluarga 

ekonomi rendah. 

- Ketersediaan dan distribusi fasilitas 

pendidikan di setiap zona, seperti 

sarana dan prasarana, yang turut 

mempengaruhi kualitas pendidikan 

yang diakses oleh siswa di zona 

tersebut. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses 

Pendidikan: 

• Geografi dan Infrastruktur: Siswa 

yang tinggal di area terpencil atau 

dengan akses transportasi terbatas 

bisa merasakan dampak negatif 

meskipun kebijakan zonasi 

dirancang untuk meratakan 

distribusi pendidikan. 

 
7 Meira Levinson, Tatiana Geron, and Harry 
Brighouse, “Conceptions of Educational Equity,” 

• Tingkat Pendapatan Keluarga: 

Keluarga dengan pendapatan 

rendah mungkin tetap mengalami 

kesulitan meskipun biaya 

transportasi berkurang, terutama 

karena masalah perangkat atau 

akses internet untuk pendaftaran 

daring. 

• Ketersediaan Pilihan Pendidikan 

Alternatif: Ketidaktersediaan 

sekolah-sekolah yang memadai di 

setiap zona juga menjadi hambatan 

dalam pemerataan pendidikan yang 

diinginkan oleh kebijakan zonasi. 

Kelemahan Akses Pendidikan: 

• Siswa Berprestasi dari Luar Zona: 

Sistem zonasi tidak sepenuhnya 

mengakomodasi siswa berprestasi 

yang tidak tinggal dalam zona 

sekolah. Hal ini dapat menciptakan 

ketidakadilan bagi siswa berprestasi 

yang mungkin tidak mendapatkan 

kesempatan untuk masuk ke 

sekolah pilihan mereka karena 

terbatasnya kuota dan persaingan di 

dalam zona. 

 

2. Pelayanan Sistem Zonasi 

Indikator Pelayanan: 

• Tingkat Kepuasan Pelayanan 

Administratif:  

- Evaluasi persentase kepuasan siswa 

terhadap pelayanan administratif di 

SMA Negeri 1 (77%) dan SMA Negeri 

3 (75,3%). 

- Tingkat kemudahan dalam pendaftaran 

daring, serta kecepatan dan efektivitas 

respons terhadap masalah atau kendala 

AERA Open 8, no. 1 (2022): 1–12, 
https://doi.org/10.1177/23328584221121344. 



yang dihadapi oleh siswa selama proses 

pendaftaran. 

• Kendala dan Masalah dalam Pelayanan:  

- Tingkat kegagalan sistem daring, 

seperti error pada situs pendaftaran, 

masalah dalam validasi alamat rumah, 

serta pengaruhnya terhadap waktu dan 

kenyamanan siswa. 

- Evaluasi kualitas pelayanan 

berdasarkan lima dimensi kualitas 

pelayanan menurut Zeithaml: tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, 

dan empathy. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pelayanan: 

• Infrastruktur Teknologi: 

Keterbatasan infrastruktur digital 

dan teknologi yang mendukung 

proses pendaftaran daring, serta 

ketergantungan pada koneksi 

internet yang stabil. Ini bisa menjadi 

masalah, terutama bagi siswa dari 

keluarga ekonomi rendah. 

• Kompetensi Petugas Administrasi: 

Kualitas pelayanan sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pelatihan 

dan kesiapan petugas administratif 

dalam menghadapi berbagai 

permasalahan yang muncul, serta 

tingkat empati mereka dalam 

membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. 

• Keterbatasan Anggaran: Banyaknya 

anggaran yang digunakan untuk 

infrastruktur pendidikan dasar 

menyebabkan minimnya dana yang 

tersedia untuk mendukung 

peningkatan kualitas pelayanan 

administrasi secara digital. 

Kelemahan Pelayanan: 

• Kendala Sistem Daring: Proses 

pendaftaran daring yang seringkali 

mengalami kendala teknis, seperti 

kesalahan validasi alamat dan 

masalah pada sistem server yang 

mengganggu kelancaran 

pendaftaran, terutama bagi siswa 

dari keluarga dengan akses terbatas 

ke perangkat dan internet. 

• Kurangnya Dukungan Lapangan: 

Walaupun sebagian besar siswa 

merasa didukung oleh staf sekolah, 

terdapat kekurangan dalam 

menyediakan layanan lapangan 

yang lebih intensif bagi siswa yang 

lebih membutuhkan bimbingan atau 

yang mengalami kesulitan dalam 

administrasi. 

 

3. Kelemahan dan Kecurangan 

Indikator Kelemahan dan Kecurangan: 

• Manipulasi Data Domisili:  

- Jumlah kasus manipulasi alamat 

domisili yang ditemukan, seperti 

pemalsuan alamat atau "titip KK" untuk 

mendekatkan tempat tinggal ke zona 

sekolah pilihan. 

- Dampak manipulasi terhadap kualitas 

pemerataan pendidikan, mengurangi 

keadilan bagi siswa yang tinggal jujur 

di zona tetapi tidak diterima karena 

banyaknya manipulasi data. 

• Ketidakadilan dalam Alokasi Kuota:  

- Jumlah siswa yang tidak diterima di 

sekolah tujuan meskipun memenuhi 

kriteria akademik karena kuota terbatas. 

- Evaluasi persaingan ketat di wilayah 

padat penduduk, yang menyebabkan 

anak-anak dari wilayah ini seringkali 

tidak mendapatkan tempat meskipun 

tinggal dekat dengan sekolah. 

Faktor-faktor Penyebab Kelemahan dan 

Kecurangan: 



• Kurangnya Pengawasan: 

Pengawasan yang tidak memadai 

terhadap proses verifikasi data 

domisili menyebabkan banyaknya 

manipulasi data yang merugikan 

siswa yang tinggal di zona asli. 

• Persaingan Ketat: Dalam zona 

dengan populasi tinggi, persaingan 

yang sangat ketat menyebabkan 

beberapa siswa yang seharusnya 

mendapatkan tempat di sekolah 

favorit malah tidak diterima, 

meskipun berprestasi. 

• Keterbatasan Kuota: Keterbatasan 

kapasitas sekolah menjadi salah 

satu penyebab ketidakadilan yang 

terjadi, karena banyak siswa yang 

tinggal di luar zona harus 

berkompetisi untuk mendapatkan 

tempat. 

 

4. Keuntungan Sistem Zonasi 

Indikator Keuntungan: 

• Kemudahan Akses Pendidikan:  

- Sistem zonasi membantu memberikan 

akses yang lebih merata kepada siswa di 

seluruh wilayah kota, terutama siswa 

yang tinggal dekat dengan sekolah yang 

memiliki fasilitas memadai. 

- Pengurangan biaya transportasi bagi 

siswa yang sebelumnya harus 

menempuh jarak jauh. 

• Pengurangan Beban Ekonomi:  

- Siswa dari keluarga dengan pendapatan 

rendah dapat mengurangi pengeluaran 

untuk transportasi, yang 

memungkinkan mereka untuk lebih 

fokus pada pendidikan tanpa dibebani 

biaya perjalanan. 

• Pemerataan Pendidikan:  

- Penyebaran siswa yang lebih merata ke 

berbagai sekolah, menghindari 

konsentrasi siswa yang berlebihan di 

sekolah-sekolah favorit. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Keuntungan: 

• Proses Verifikasi yang Efektif: 

Keuntungan dari sistem zonasi bisa 

lebih maksimal jika verifikasi lokasi 

rumah dilakukan dengan benar, 

mengurangi potensi manipulasi data 

domisili. 

• Peningkatan Fasilitas Sekolah: 

Menyediakan fasilitas pendidikan 

yang berkualitas di semua zona, 

termasuk di daerah terpencil, untuk 

memastikan semua siswa 

mendapatkan pendidikan yang 

setara. 

 

5. Kerugian Sistem Zonasi 

Indikator Kerugian: 

• Ketidakadilan bagi Siswa Berprestasi:  

- Siswa yang memiliki prestasi tinggi 

tetapi tinggal di luar zona merasa 

dirugikan, karena mereka tidak dapat 

diterima di sekolah favorit meskipun 

memiliki nilai akademik yang sangat 

baik. 

• Tantangan Bagi Sekolah di Zona Padat:  

- Keterbatasan kapasitas sekolah di 

wilayah padat penduduk, seperti yang 

terjadi di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 3, menyebabkan banyak siswa 

yang tidak diterima meskipun tinggal 

dekat dengan sekolah. 

Faktor-faktor Penyebab Kerugian: 

• Ketidakakuratan Verifikasi 

Domisili: Masalah dengan 

verifikasi lokasi rumah 

menyebabkan ketidakadilan, 



terutama bagi siswa berprestasi 

yang tinggal di luar zona. 

• Pembatasan Kuota yang Ketat: 

Dalam zona dengan kepadatan 

tinggi, persaingan yang ketat untuk 

mendapatkan tempat di sekolah 

favorit sering kali merugikan siswa 

berprestasi yang tinggal di zona 

tersebut. 

• Kurangnya Fasilitas Pendidikan 

Berkualitas di Semua Zona: Jika 

fasilitas sekolah tidak tersebar 

merata, maka kebijakan zonasi 

berpotensi menghasilkan 

ketimpangan kualitas pendidikan 

antara sekolah-sekolah di wilayah 

yang lebih padat dan lebih terpencil. 

 

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan 

sistem zonasi memiliki tujuan untuk 

meningkatkan pemerataan pendidikan, 

tantangan terkait dengan manipulasi data, 

ketidakadilan kuota, kendala teknis, dan 

perbedaan kualitas fasilitas di setiap 

sekolah masih menjadi faktor yang perlu 

diatasi untuk memastikan kebijakan ini 

dapat benar-benar mencapai tujuannya. 

Namun, kebijakan ini masih menghadapi 

kendala teknis seperti kesalahan validasi 

data alamat dan manipulasi domisili. 

Praktik seperti "titip KK" atau pemalsuan 

alamat menunjukkan adanya celah dalam 

implementasi kebijakan ini yang dapat 

mengurangi keadilan bagi siswa yang 

mematuhi aturan dengan jujur. 

Dari segi aspek pelayanan dalam 

implementasi kebijakan zonasi juga 

memberikan temuan yang menarik. 

Pelayanan di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 3 dinilai cukup memadai oleh 

mayoritas responden. Guru dan staf sekolah 

dianggap responsif dalam membantu calon 

siswa mengatasi kendala administratif, 

dengan tingkat kepuasan mencapai 77% di 

SMA Negeri 1 dan 75,3% di SMA Negeri 

3. Meski demikian, beberapa perbedaan 

signifikan ditemukan antara kedua sekolah. 

Di SMA Negeri 1, tantangan utama adalah 

keterbatasan kuota yang menyebabkan 

persaingan ketat, sementara di SMA Negeri 

3, gangguan teknis dalam sistem daring 

menjadi masalah dominan. Temuan ini 

menunjukkan perlunya perbaikan 

infrastruktur teknologi dan pengawasan 

administrasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan zonasi. 

Kendala lain yang teridentifikasi dalam 

penelitian ini adalah ketimpangan kuota 

dan fasilitas di sekolah tertentu. Beberapa 

wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi 

seperti sekitar SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 3 mengalami ketidakseimbangan 

dalam distribusi siswa, di mana siswa yang 

tinggal dekat sekolah tetap tidak diterima 

karena kuota sudah penuh. Selain itu, siswa 

dari keluarga dengan kondisi ekonomi 

rendah sering kali mengalami kesulitan 

dalam proses pendaftaran daring akibat 

keterbatasan perangkat teknologi dan 

koneksi internet. Hal ini menegaskan 

pentingnya peningkatan kualitas 

infrastruktur digital untuk mendukung 

kebijakan zonasi yang lebih inklusif dan 

merata. 

Secara keseluruhan, penelitian ini 

mencerminkan bahwa kebijakan sistem 

zonasi di Kota Semarang, meskipun telah 

memberikan dampak positif terhadap 

pemerataan pendidikan, masih memerlukan 

berbagai perbaikan. Kendala teknis, 

manipulasi data, dan ketidakmerataan 

kualitas pendidikan menjadi tantangan 

utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah-langkah konkret seperti 

diversifikasi jalur penerimaan, peningkatan 

pengawasan, dan edukasi kepada 

masyarakat untuk memastikan bahwa 

tujuan utama kebijakan zonasi, yaitu 

pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak 



pendidikan warga negara, dapat tercapai 

secara optimal. 

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi 

sistem zonasi dalam penerimaan peserta 

didik baru (PPDB) di Kota Semarang, 

dengan fokus pada dimensi kelemahan, 

kecurangan, pelayanan, akses, keuntungan, 

dan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun 

kebijakan zonasi bertujuan untuk 

memperbaiki pemerataan pendidikan, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

implementasinya belum sepenuhnya 

efektif. Masalah utama yang dihadapi 

meliputi manipulasi data, keterbatasan 

kuota di sekolah-sekolah tertentu, serta 

ketimpangan fasilitas pendidikan, yang 

menghambat tercapainya kesetaraan dalam 

akses pendidikan. Selain itu, kualitas 

pelayanan publik yang belum optimal, 

terutama dalam hal pengelolaan sistem 

pendaftaran daring dan kurangnya 

pemahaman masyarakat, juga turut 

mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. 

Berdasarkan teori pemerataan pendidikan 

dan pelayanan sektor publik, penelitian ini 

menemukan bahwa meskipun sistem zonasi 

memberikan akses yang lebih adil bagi 

siswa, terutama dalam hal jarak, masih ada 

banyak kendala teknis dan sosial yang perlu 

diatasi. Manipulasi data yang dilakukan 

oleh beberapa pihak, seperti pemalsuan 

alamat, mengurangi keadilan dalam sistem 

ini. Selain itu, Sekolah-sekolah di daerah 

dengan kepadatan penduduk tinggi 

mengalami kesulitan dalam menangani 

persaingan yang ketat, sementara wilayah 

yang kekurangan sekolah negeri harus 

bergantung pada sekolah swasta. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerataan 

pendidikan yang sesungguhnya belum 

tercapai, karena kualitas pendidikan di 

beberapa sekolah masih kurang memadai. 

Sebagai langkah perbaikan, penelitian ini 

menyarankan beberapa tindakan untuk 

meningkatkan efektivitas sistem zonasi. 

Pertama, peningkatan infrastruktur digital 

dan pengawasan yang lebih ketat terhadap 

praktik manipulasi data dapat mengurangi 

potensi kecurangan. Kedua, perlu ada 

penambahan kuota di sekolah-sekolah 

dengan permintaan tinggi dan pembukaan 

sekolah negeri baru di daerah yang 

kekurangan fasilitas pendidikan. Ketiga, 

sistem penerimaan siswa perlu 

didiversifikasi dengan mempertimbangkan 

prestasi akademik untuk memberikan 

kesempatan yang lebih adil bagi siswa 

berprestasi. Terakhir, peningkatan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

prosedur zonasi dan evaluasi berkala 

terhadap kebijakan ini sangat penting untuk 

memastikan tujuan pemerataan pendidikan 

dapat tercapai secara optimal.
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